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Abstract

This research is about accountability in managing state finances at the Ministry of Youth 
and Sports. The research objectives are (1) Discussing the effect of policy implementation 

on accountability in managing state finances at Kemenpora; (2) Discussing the influence of 
supervision on accountability in managing state finances at Kemenpora; (3) Obtain a new concept 
from the discussion of the influence of policy implementation on the accountability in managing 
state finances at the Ministry of Youth and Sports; (4) Obtain a new concept from discussing the 
influence of supervision on accountability in managing state finances at the Ministry of Youth and 
Sports.

The research sample of 165 respondents was taken from a population of 281 apparatus with 
the Slovin formula. Data collection uses library studies, research, and observation questionnaires. 
Data analysis using SEM analysis. The conclusions obtained from the discussion of the research 
results are as follows. (1) The dimension of Policy Implementation influence on Ministry of Youth 
and Sports State Financial Management Performance Accountability reaches 0.46: it is fairly strong 
and significant. (2) The dimension of Supervision Ministry of Youth and Sports State Financial 
Management Performance Accountability reaches 0.44: it is fairly strong and significant. (3) The 
new concept obtained from the analysis of Policy Implementation effect on the Kemenpora’s State 
Financial Management Performance accountability is a new concept about the characteristics 
of policy implementing agencies. (4) The new concept obtained from the analysis of Supervision 
influence on Kemenpora’s State Financial Management Performance accountability is a new 
concept about the Effectiveness of the State Financial Management Internal Control System.

Keywords:	 policy implementation, supervision, financial management performance 
accountability

Abstrak

Penelitian ini mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Kementerian 
Pemuda dan Olahraga. Tujuan penelitian adalah (1) Membahas pengaruh implementasi 

kebijakan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Kemenpora; (2) 
Membahas pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada 
Kemenpora; (3) Memperoleh konsep baru dari pembahasan pengaruh implementasi kebijakan 
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terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Kemenpora; (4) Memperoleh 
konsep baru dari pembahasan pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara pada Kemenpora. 

Sampel penelitian 165 responden diambil dari populasi 281 aparatur dengan rumus 
Slovin. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, kuesioner penelitian dan 
observasi. Analisis data menggunakan Analisis SEM. Simpulan yang didapat dari pembahasan 
hasil penelitian adalah berikut. (1) Besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora mencapai 0,46: terbilang 
cukup kuat dan signifikan. (2) Besarnya pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora mencapai 0,44: terbilang cukup kuat dan 
signifikan. (3) Konsep baru yang diperoleh dari analisis pengaruh Implementasi Kebijakan 
terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora adalah konsep 
baru tentang karakteristik lembaga pelaksana kebijakan. (4) Konsep baru yang diperoleh dari 
analisis pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara 
Kemenpora adalah konsep baru tentang Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan 
Keuangan Negara.

Kata kunci: 	 implementasi kebijakan, pengawasan, akuntabilitas kinerja pengelolaan 
keuangan

PENDAHULUAN

Setiap instansi dan institusi Negara di tingkat 
pusat dan daerah yang menggunakan 
anggaran dari APBN atau APBD tentu 
wajib mempertanggungjawabkan 
penggunaan anggaran Negara. Untuk 
menilai pemenuhan kewajiban 
tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan 
melaksanakan pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan Negara. Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
jawab Keuangan Negara menyebutkan 
bahwa Pemeriksaan keuangan negara 
meliputi pemeriksaan atas pengelolaan 
keuangan negara dan pemeriksaan atas 
tanggung jawab keuangan negara. 

BPK melaksanakan pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara. Pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara yang 
dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur 
keuangan negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas 
Laporan Keuangan Kementerian Pemuda 
dan Olahraga Tahun 2016 yang disusun oleh 
Auditorat Utama Keuangan Negara III tentu 
disertai dengan pemantauan tindak lanjut 
pemeriksaan atas sistem pengendalian intern. 
Sementara itu, bagaimana Kementerian 
Pemuda dan Olahraga melaksanakan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan terungkap dari 
data bahwa dalam rangka pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan Kementerian Pemuda 
dan Olahraga TA 2016, BPK memantau 
tindak Ianjut Kemenpora terhadap Laporan 
Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian 
Intern (SPI) Kemenpora Tahun 2006-
2015. Hasil pemantauan atas tindak Ianjut 
Kemenpora terhadap temuan tersebut 
menunjukkan hal-hal sebagai berikut. tindak 
lanjut sesuai rekomendasi sebesar 60.55%; 
tindak lanjut belum sesuai rekomendasi 
sebesar 29,36%; Rekomendasi belum 
ditindaklanjuti sebesar 10.09%.

Adanya rekomendasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan yang belum sesuai dan 
yang ditindaklanjuti merupakan indikasi 
bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan 
dan tanggung jawab keuangan negara di 
Kementerian Pemuda dan Olahraga belum 
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optimal. Belum optimalnya akuntabilitas 
kinerja pengelolaan keuangan negara di 
Kementerian Pemuda dan Olahraga tampak 
menjadi suatu fenomena kinerja birokrasi 
yang tidak berdiri sendiri. Dengan anggapan 
lain, terdapat sejumlah variabel yang 
berkorelasi atau memengaruhi akuntabilitas 
kinerja keuangan tersebut. Di antara 
sejumlah variabel yang berkorelasi dengan 
akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan 
negara di Kementerian Pemuda dan 
Olahraga, diasumsikan bahwa implementasi 
kebijakan yang mengatur pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara dan 
pengawasan intern pemerintah menjadi 
dua variabel yang berpengaruh signifikan 
terhadap akuntabilitas kinerja pengelolaan 
keuangan negara di Kementerian Pemuda 
dan Olahraga. 

Dalam konteks keterpengaruhan ini, bila 
implementasi kebijakan dan pengawasan 
dipandang sebagai variabel antecedent 
(yang mendahului) dan akuntabilitas kinerja 
pengelolaan keuangan negara dipandang 
sebagai variabel konsekuensi, maka patut 
diduga bahwa di antara Implementasi 
Kebijakan dan Pengawasan dengan 
Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan 
Negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga 
terbentuk suatu dinamika hubungan 
kausalitas. Untuk mengakatualisasikan 
asumsi, dipandang perlu diadakan 
pendekatan penelitian. 

KERANGKA TEORI 

Kerangka Teori terdiri dari grand theory 
Ilmu Pemerintahan; middle range theory 
Ilmu Administrasi Pemerintahan; applied 
theory Teori Implementasi Kebijakan 
Publik, Teori Pengawasan, dan Teoeri 
Akuntabilitas Publik. Hasil eksplorasi 
applied theory yang dijadikan driven theory 
penyusunan konstruk variabel penelitian 
adalah berikut ini.

Variabel Laten Eksogen Implementasi 
Kebijakan 

Berdasarkan model implementasi 
kebijakan publik Von Meter and Von Horn 
(1975:462) disusun definisi konseptual 
variabel bahwa variabel Implementasi 
Kebijakan dinyatakan menjadi pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung jawab Keuangan Negara yang 
diungkap dan dibahas menurut Policy 
Standards and Objectives; Policy Resources; 
Interorganizational Communication and 
Enforcement Activities; The Characteristic of 
the Implementing Agencies; Economic, Social 
and Political Conditions; dan The Dispositon 
of Implementors. 

Dari definisi di atas diturunkan enam 
dimensi analisis: (1) Dimensi policy 
Standards and Objectives; (2) Dimensi policy 
Resources; (3) Dimensi interorganizational 
Communication and Enforcement 
Activities; (4) Dimensi the Characteristic 
of the Implementing Agencies; (6) Dimensi 
economic, Social and Political Conditions; dan 
(6) Dimensi the Dispositon of Implementors. 

Variabel Laten Eksogen Pengawasan 
Berdasarkan pendapat Bahrullah 

Akbar (2013:52) yang mengutip UU No. 
15/2004, disusun definisi konspetual 
variabel bahwa Pengawasan dinyatakan 
menjadi pemeriksaan keuangan yang 
dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara pada 
Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga 
yang dilakukan dalam rangka memberikan 
pelayanan opini tentang tingkat kewajaran 
informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan pemeritah yang diungkap dan 
dibahas menurut kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan; kecukupan 
pengungkapan; kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; dan efektivitas sistem pengendalian 
intern. 
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Dari definisi diturunkan empat dimensi 
analisis: (1) Dimensi kesesuaian dengan 
standar akuntansi pemerintahan; (2) 
Dimensi kecukupan pengungkapan; (3) 
Dimensi kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; dan (4) 
Dimensi efektivitas sistem pengendalian 
intern. 

Variabel Laten Endogen Akuntabilitas 
Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan pendapat Chander 
dan Plano (dalam Supriatna (2013:135) 
disusun definisi konseptual variabel 
bahwa Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan 
Keuangan Negara dinyatakan sebagai 
pertanggungjawaban kinerja Kementerian 
Pemuda dan Olahraga dalam mengelola 
keuangan negara yang diungkap dan 
dibahas menurut fiscal accountability, legal 
accountability, programme accountability, 
process accountability, dan outcome 
accountability. 

Dari definisi diturunkan dimensi 
analisis: (1) Dimensi fiscal accountability, 
(2) Dimensi legal accountability, (3) Dimensi 
programme accountability, (4) Dimensi 
process accountability, dan (5) Dimensi 
outcome accountability.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan 
penelitian kuantitatif. Sampel penelitian 
sebanyak 165 responden diambil dari 
populasi sebanyak 281 aparatur dengan 
rumus Slovin. 

Pengumpulan data sekunder 
menggunakan studi kepustakaan, 
pengumpulan data primer menggunakan 
kuesioner penelitian dan observasi. Analisis 
data menggunakan Analisis SEM (Structural 
Equation Models).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi Kebijakan 
terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Pengelolaan Keuangan Negara

Dari hasil pengukuran koefisien 
jalur diketahui bahwa besaran pengaruh 
Implementasi Kebijakan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan 
Negara pada Kantor Menpora sebesar 0,46 
termasuk kuat dan bermakna signifikan 
untuk diterapkan. Adanya pengaruh tersebut 
bermakna: apabila Implementasi Kebijakan 
ditingkatkan atau meningkat maka secara 
stimulan peningkatan implementasi kebijakan 
tersebut diikuti dengan peningkatan 
akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan 
negara pada Kantor Menpora. Oleh sebab itu, 
peningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan 
keuangan negara pada Kantor Menpora bisa 
ditingkatkan dengan cara meningkatkan, 
memperbaiki, atau mengoptimalkan delapan 
belas variabel manifes Implementasi 
Kebijakan. 

Kedelapan Belas variabel menifes 
Implementasi Kebijakan tersebut adalah 
berikut: (1) Tujuan pemeriksaan, (2) 
Sasaran pemeriksaan, (3) SOP pemeriksaan, 
(4) Sumber daya aparatur, (5) Sumber daya 
pembiayaan, (6) Insentif, (7) Komunikasi, 
(8) Koordinasi, (9) Konfirmasi, (10) 
Kewenangan, (11) Pembagian tugas, (12) 
Uraian tugas, (13) Kondisi lingkungan 
ekonomi, (14) Kondisi lingkungan sosial, 
(15) Kondisi lingkungan politik, (16) 
Penyimpangan, (17) Daya tanggap, dan 
(18) Tindak lanjut. Konsep pemahaman 
dan aksi masing-masing variabel manifes 
Implementasi Kebijakan adalah berikut.

`` Tujuan Pemeriksaan 
Tujuan pemeriksaan adalah kondisi 

dan hal-hal tertentu yang sudah dirancang 
sebelumnya kemudian dicapai melalui 
suatu rangkaian aktivitas audit terhadap 
akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan 
negara pada entitas terperiksa. 
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Tujuan pemeriksaan dirancang dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang mengatur pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara, terutama 
peraturan yang menunjukkan bagaimana 
prinsip, prosedur dan teknis pemeriksaan 
keuangan harus dilaksanakan. Karena 
kinerja pemeriksaan juga dinilai dari 
capaian tujuan pemeriksaan, maka kejelasan 
tujuan pemeriksaan secara terstruktur dan 
pencapaian tujuan tersebut secara optimal 
harus dijadikan ukuran utama keberhasilan 
dalam melaksanakan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara. Untuk itu, auditor dan tim audit haus 
benar-benar memahami deskripsi tujuan 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara dalam perspektif 
pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi 
Badan Pemeriksa Keuangan. 

`` Sasaran Pemeriksaan 
Sasaran pemeriksaan adalah materi atau 

hal-hal tertentu yang tampak konkret yang 
tersusun dan yang terkait dalam suatu laporan 
keuangan yang sudah ditetapkan sebelumnya 
kemudian dicapai dengan melaksanakan 
aktivitas audit terhadap akuntabilitas 
kinerja pengelolaan keuangan negara pada 
entitas terperiksa. Sasaran pemeriksaan ini 
ditetapkan sesuai dengan Standard Operating 
Procedure (SOP) pemeriksaan, terutama 
sasaran-sasaran yang ditetapkan terlebih 
dahulu dengan mengadakan diskusi dan 
konsolidasi tim audit sehingga setiap auditor 
mempunyai tugas tertentu untuk mencapai 
sasaran tertentu. 

Karena kinerja pemeriksaan juga dinilai 
dari capaian sasaran pemeriksaan, maka 
kejelasan sasaran pemeriksaan secara 
terstruktur dan kinerja pencapaian sasaran 
tersebut secara optimal harus dijadikan 
ukuran penguat keberhasilan dalam 
melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004. Untuk itu, auditor dan tim audit 
haus benar-benar memahami deskripsi 

setiap sasaran pemeriksaan pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara dalam 
perspektif pelaksanaan kewenangan, tugas 
dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan. 
Pemahaman deskripsi setiap sasaran 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara ini penting sekali 
bagi auditor dan tim audit. 

`` SOP Pemeriksaan
SOP Pemeriksaan adalah Standard 

Operating Procedure pemeriksaan yang 
harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh 
auditor dan tim audit dalam melakukan 
pemeriksaan serta menyusun laporan hasil 
pemeriksaan. Standard Operating Procedure 
pemeriksaan yang dimaksud ini pada 
pokoknya memberlakukan prinsip, norma 
dan etika kerja untuk menjamin tercapainya 
kinerja pemeriksaan yang objektif, 
transparan, profesional dan akuntabel. 
Auditor dan tim audit wajib melaksanakan 
SOP Pemeriksaan secara konsisten dan 
konsekuen sesuai dengan ruang lingkup 
tugasnya masing-masing, serta menjadikan 
SOP Pemeriksaan sebagai acuan formal yang 
harus diperhatikan oleh pihak terperiksa. 

Karena kinerja pemeriksaan juga 
dinilai dari pelaksanaan SOP Pemeriksaan, 
maka pelaksanaan SOP Pemeriksaan 
secara konsisten dan konsekuen harus 
dijadikan ukuran penguat keberhasilan 
dalam melaksanakan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004. Untuk itu, auditor 
dan tim audit haus benar-benar memahami 
pemberlakuan SOP Pemeriksaan dalam 
perspektif pelaksanaan kewenangan, tugas 
dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan. 
Pemberlakuan SOP pemeriksaan ini penting 
sekali bagi auditor dan tim audit. Lebih 
dari itu, pemberlakuan SOP Pemeriksaan 
ini hendaknya dipandang sebagai bagian 
integral praktik management by objective 
berbasis Standar Akuntansi Pemerintah, 
agar dengan demikian kinerja pemeriksaan 
tidak hanya profesional namun juga optimal 
dalam melaksanakan SOP Pemeriksaan. 
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`` Sumber Daya Aparatur 
Sumber Daya Aparatur adalah faktor 

internal auditor yang mencakup kualitas 
sikap mental, kapasitas intelektual, dan 
kapabilitas sosial, termasuk kesehatan fisik, 
yang terungkap dari pandangan, sikap dan 
perilaku kerjanya dalam melakasnakan tugas 
dan fungsi audit. Sumber Daya Aparatur yang 
dimaksud ini merupakan faktor penentu 
kinerja auditor dalam melaksanakan tugas 
dan fungsi audit. Auditor sebaiknya selalu 
berupaya meningkatkan kualitas sikap 
mental, kapasitas intelektual, dan kapabilitas 
sosial yang profesional dan dapat diandalkan 
dalam mengatasi kompleksitas tugas audit. 

Karena kinerja pemeriksaan sangat 
ditentukan oleh kualitas sikap mental, 
kapasitas intelektual, dan kapabilitas 
sosial auditor, maka kualitas Sumber Daya 
Aparatur menjadi sangat penting dalam 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004. Untuk itu, auditor harus 
memahami betapa pentingnya kualitas 
Sumber Daya Aparatur dalam perspektif 
pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi 
Badan Pemeriksa Keuangan. Peningkatan 
kualitas Sumber Daya Aparatur ini penting 
sekali bagi peningkatan profesionalisme, 
profesionalisasi dan profesionalitas auditor. 
Lebih dari itu, peningkatan kualitas Sumber 
Daya Aparatur ini hendaknya dipandang 
sangat penting dan bernilai strategis bagi 
peningkatan kinerja audit. 

`` Sumber Daya Pembiayaan 
Sumber Daya Pembiayaan adalah alokasi 

anggaran kinerja untuk melaksanakan 
kebijakan dan kegiatan pemeriksaan. 
Sumber Daya Pembiayaan yang dimaksud 
ini merupakan kebutuhan operasional 
auditor dan tim audit dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi audit. Penyediaan alokasi 
anggaran kinerja ini hendaknya sesuai 
dengan kebutuhan teknis operasional 
auditor dan tim audit. Dengan penyediaan 
alokasi anggaran kinerja yang memenuhi 

kebutuhan tentu dapat dicegah hal-hal yang 
tidak sesuai dengan prinsip, norma dan etika 
kerja yang menjadi SOP Pemeriksaan. 

Karena kinerja pemeriksaan juga 
dipengaruhi oleh penyediaan alokasi 
anggaran kinerja, maka dengan sendirinya 
Sumber Daya Pembiayaan menjadi penting 
juga dalam pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004. Untuk itu, auditor 
dan tim audit harus benar-benar memahami 
bagaimana menggunakan Sumber Daya 
Pembiayaan secara efektif agar pelaksanaan 
kewenangan, tugas dan fungsi Badan 
Pemeriksa Keuangan menjadi efektif. 

`` Insentif 
Insentif adalah pemberian imbalan 

tertentu kepada auditor atau tim audit 
atas prestasi kerja yang dicapainya, atau 
karena penugasan tertentu. Insentif yang 
dimaksud merupakan kebutuhan personel 
yang memberi motivasi tertentu kepada 
auditor dan tim audit agar bekerja lebih 
baik lagi. Pemberian insentif tidak selalu 
harus dalam bentuk finansial namun bisa 
juga dalam bentuk lain seperti misalnya 
penghargaan sosial. Pemberian insentif 
hendaknya didasarkan pada pertimbangan 
tertentu yang memandang adanya 
kebutuhan atau harapan personel terhadap 
pekerjaan atau terhadap jenjang pekerjaan. 
Dengan pemberian insentif yang dapat 
memenuhi kebutuhan atau harapan, auditor 
tentu merasa lebih termotivasi untuk 
mengoptimalkan kinerjanya. 

Karena kinerja pemeriksaan juga 
dipengaruhi oleh Insentif, maka dengan 
sendirinya Insentif menjadi penting dalam 
menghadapkan auditor pada kompleksitas 
tugas audit. Untuk itu, auditor perlu 
mendapat informasi tentang bagaimana 
memperoleh Insentif dari pekerjaannya. 
Karena itu, pemberian Insentif yang 
memotivasi tentu meningkatkan motivasi 
kerja auditor. Dengan pemberian insentif 
yang demikian itu kinerja auditor tentu 
semakin produktif. Motivasi kerja auditor 
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untuk melaksanakan pemeriksaan secara 
efektif tentu berkorelasi positif dengan 
akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan 
negara pada entitas terperiksa. Karena 
itu, optimalisasi pemberian Insentif tentu 
mengoptimalkan akuntabilitas kinerja 
pengelolaan keuangan negara pada entitas 
terperiksa.

`` Komunikasi 
Komunikasi adalah proses penerimaan, 

pengelolaan dan penyampaian informasi 
dari satu pihak kepada para pihak lainnya 
dalam mengimplementasikan kebijakan 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan Negara. Secara umum, 
Komunikasi yang dimaksud merupakan 
kebutuhan para pihak yang berkepentingan 
dengan kinerja pemeriksaan, namun 
secara khusus Komunikasi yang dimaksud 
merupakan kebutuhan manajerial auditor. 
Komunikasi menunjukkan juga bagaimana 
perilaku kepemimpinan tim audit 
berlangsung dalam melaksanakan fungsi-
fungsi manajemen pemeriksaan. Komunikasi 
dapat menggunakan berbagai media, dan 
dapat terdiri atas komunikasi satu arah, 
komunikasi dua arah dan komunikasi multi 
arah. 

Komunikasi yang efektif adalah 
komunikasi yang dilakukan dengan 
penyampaian informasi atau pesan yang 
jelas dan mudah dimengerti untuk sasaran 
yang tepat dengan menggunakan media dan 
cara penyampaian informasi yang tepat juga. 
Sebaiknya komunikasi lebih diutamakan 
untuk memperjelas, mempermudah dan 
memperlancar teknis pemeriksaan serta 
untuk konsolidasikan proses pekerjaan audit. 
Dengan komunikasi yang efektif, auditor dan 
tim audit tentu merasa dalam satu kesatuan 
kerja yang kompak dan terkoordinasi. 

Karena kinerja pemeriksaan juga 
dipengaruhi oleh Komunikasi, maka dengan 
sendirinya fungsi Komunikasi yang efektif 
menjadi penting sekali dalam membantu 
auditor menangani kompleksitas tugas audit. 

`` Koordinasi 

Koordinasi adalah proses keterpaduan 
berbagai pihak dan keselarasan berbagai 
hal yang awalnya terpisah kemudian 
disatupadukan menjadi satuan pihak dan 
rangkaian hal yang menghasilkan kinerja 
pemeriksaan yang sesuai dengan kedudukan 
masing-masing para pihak dan fungsi setiap 
hal dalam proses pemeriksaan. Koordinasi 
penting sekali dalam mengimplementasikan 
kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan Negara. Secara 
umum, Koordinasi yang dimaksud merupakan 
kebutuhan para pihak yang berkepentingan 
dengan kinerja pemeriksaan, namun 
secara khusus Koordinasi yang dimaksud 
merupakan kebutuhan teknis auditor dan tim 
audit. Koordinasi membantu mempermudah 
dan atau memperlancar pelaksanaan fungsi-
fungsi manajemen pemeriksaan. Koordinasi 
dapat menggunakan berbagai cara seperti 
antara lain briefing, rapat, taklimat, 
pertemuan informal dan lain sebagainya. 

Fungsi-fungsi Koordinasi antara lain 
koordinasi struktural di antara struktur-
struktur yang berkaitan; koordinasi 
fungsional di antara fungsi-fungsi 
kelembagaan yang terkait; koordinasi 
operasional yang terkait teknis pemeriksaan. 
Koordinasi yang efektif adalah koordinasi 
yang dilakukan dengan menyampaikan 
dan menerima berbagai informasi yang 
dipandang penting untuk memperjelas, 
mempermudah dan atau memperlancar 
rangkaian kegiatan pemeriksaan. 

`` Konfirmasi 
Konfirmasi adalah proses periksa dan 

periksa ulang dengan melibatkan para 
pihak terhadap hal-hal yang memerlukan 
kejelasan, kebenaran dan dukungan 
data sehingga hal-hal tersebut menjadi 
faktual dan optimal untuk menyusun hasil 
pemeriksaan. Konfirmasi penting sekali 
dalam mengimplementasikan kebijakan 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
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jawab keuangan Negara. Secara umum, 
Konfirmasi yang dimaksud merupakan 
kebutuhan para pihak yang berkepentingan 
dengan laporan hasil pemeriksaan, namun 
secara khusus Konfirmasi yang dimaksud 
merupakan kebutuhan teknis audit. 
Konfirmasi membantu memperjelas dan 
memvalidasi setiap informasi dan data dalam 
penyusunan hasil pemeriksaan. Konfirmasi 
dapat menggunakan berbagai cara seperti 
komunikasi langsung dan tidak langsung 
serta koordinasi antarunit kerja. 

Fungsi-fungsi Konfirmasi antara lain 
konfirmasi informasi administratif dan 
konfirmasi data teknis. Konfirmasi yang 
efektif adalah konfirmasi yang dilakukan 
dengan cara periksa dan periksa ulang 
terhadap hal-hal yang memerlukan 
kejelasan, kebenaran dan dukungan data 
sehingga hal-hal tersebut menjadi faktual 
dan optimal untuk menyusun laporan hasil 
pemeriksaan. Sebaiknya Konfirmasi lebih 
diutamakan untuk memvalidasi data yang 
diragukan kebenaran atau kelengkapannya. 
Dengan Konfirmasi data yang efektif, auditor 
dan tim audit tentu dapat mengoptimalkan 
penyajian informasi dan data dalam 
penyusunan laporan hasil pemeriksaan. 

`` Kewenangan
Kewenangan adalah otoritas 

administratif auditor dan tim audit dalam 
melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 menurut kedudukan, tugas dan 
fungsi Badan Pemeriksa Keuangan. Selain 
kewenangan yang demikian itu, Kewenangan 
yang dimaksud juga mencakup kewenangan 
manajerial yang berlaku hanya pada lingkup 
tim audit. Kewenangan ini penting sekali 
untuk mengimplementasikan kebijakan 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan Negara secara efektif. 
Secara umum, Kewenangan yang dimaksud 
merupakan “power” bagi auditor dan tim 
audit untuk memberlakukan Standard 
Operating Procedure pemeriksaan yang 
harus diperhatikan oleh semua pihak yang 

berkepentingan dengan kinerja pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
Negara. Secara khusus, Kewenangan yang 
dimaksud juga menjadi “power” bagi auditor 
dan tim audit untuk mengatasi kompleksitas 
tugas audit pada entitas terperiksa. Dalam 
konteks ini, Kewenangan auditor dan tim 
audit Badan Pemeriksa Keuangan meliputi 
kewenangan untuk melakukan pemeriksaan 
keuangan, kewenangan untuk melakukan 
pemeriksaan kinerja dan kewenangan 
untuk melakukan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu serta kewenangan untuk 
memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan 
yang direkomendasikan oleh auditor atau 
tim audit. 

Kewenangan yang efektif adalah 
kewenangan yang dilaksanakan hanya untuk 
kepentingan tugas audit dan dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Dengan kedudukan auditor dan 
tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan 
tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, 
maka pelaksanaan Kewenangan yang 
efektif, tentu dapat mengefektifkan juga 
pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi 
Badan Pemeriksa Keuangan. 

`` Pembagian Tugas 
Pembagian Tugas adalah distribusi 

kerja tim audit menurut kedudukan, peran 
dan tanggung jawab masing-masing auditor. 
Pembagian Tugas harus disertai dengan 
deskripsi kerja yang jelas untuk setiap auditor. 
Pembagian Tugas ini dapat juga diartikan 
sebagai suatu pola pengorganisasian dan 
perencanaan kinerja tim audit yang disusun 
sesuai dengan surat penugasan dari atasan. 
Dengan distribusi dan deskripsi kerja yang 
sudah jelas untuk masing-masing auditor, 
sebaiknya setiap auditor menyusun suatu 
rencana aksi untuk lebih memperjelas 
distribusi dan deskripsi kerja tersebut. 
Rencana aksi yang dimaksud disusun dengan 
mengingat kembali pengalaman kerja serta 
mengidentifikasi kompleksitas tugas audit 
yang akan dihadapi. Pembagian Tugas ini 
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penting sekali dalam mengimplementasikan 
kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan Negara secara 
efektif. Dalam konteks ini, 

Pembagian Tugas yang efektif adalah 
pembagian tugas yang dapat memotivasi 
auditor dan tim audit untuk melakukan 
persiapan dan kesiapan yang optimal. 
Dengan kedudukan auditor dan tim audit 
sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas 
dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, 
maka Pembagian Tugas yang efektif tentu 
dapat mengefektifkan juga pelaksanaan 
kewenangan, tugas dan fungsi Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

`` Uraian Tugas 
Uraian Tugas adalah rincian penugasan 

kepada auditor atau tim audit berkenaan 
dengan tugas tertentu yang perlu ditangani 
secara khusus pada entitas terperiksa serta 
kaitannya dengan pihak lain. Uraian Tugas 
harus disertai dengan penjelasan dan 
dukungan alokasi anggaran kinerja. Uraian 
Tugas ini dapat juga diartikan sebagai suatu 
pendelegasian wewenang untuk tugas 
tertentu yang dipandang perlu penanganan 
khusus. Dengan rincian penugasan yang 
jelas dan tersedianya alokasi anggaran 
kinerja, sebaiknya auditor yang mendapat 
penugasan menyusun suatu rencana aksi 
untuk lebih memperjelas kinerja penugasan 
tersebut. Rencana aksi yang dimaksud 
disusun dengan mengingat kembali 
pengalaman bertugas serta mengidentifikasi 
kembali permasalahan yang akan dihadapi 
dalam penugasan tersebut. Uraian Tugas ini 
penting sekali dalam mengimplementasikan 
kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan Negara yang 
memerlukan penugasan khusus. Dalam 
konteks ini.

Uraian Tugas yang efektif adalah 
penugasan yang dapat memotivasi auditor 
dan tim audit untuk melakukan persiapan dan 
kesiapan yang optimal. Dengan kedudukan 
auditor dan tim audit sebagai ujung tombak 

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 
Pemeriksa Keuangan, maka Uraian Tugas 
yang efektif tentu dapat mengefektifkan juga 
pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi 
Badan Pemeriksa Keuangan. 

`` Kondisi Lingkungan Ekonomi 
Kondisi Lingkungan Ekonomi adalah 

dunia usaha dan aktivitas-aktivitas usaha 
yang berhubungan dengan kegiatan 
pengadaan barang/jasa pemerintah pada 
entitas terperiksa serta pelaksanaan 
pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah tersebut. Alasan perlunya 
memahami Kondisi Lingkungan Ekonomi 
adalah bahwa sebagian pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara itu 
beredar dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah yang dilaksanakan oleh pihak 
ketiga yaitu para pengusaha. Dari Kondisi 
Lingkungan Ekonomi bisa didapat berbagai 
informasi atau data yang diperlukan guna 
menguji kebenaran penggunaan anggaran 
pengadaan barang/jasa pemerintah pada 
entitas terperiksa. Untuk itu, auditor perlu 
menyusun suatu rencana survei untuk 
menguji kebenaran penggunaan anggaran 
tersebut. Rencana survei yang dimaksud 
disusun dengan mengkritisi kelayakan 
setiap mata anggaran serta mengidentifikasi 
penyimpangan yang mungkin timbul dalam 
proses realisasi mata anggaran tersebut. 

Survei Kondisi Lingkungan Ekonomi 
penting dalam mengimplementasikan 
kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan Negara yang perlu 
penanganan khusus. Dalam konteks ini, 
survei Kondisi Lingkungan Ekonomi yang 
efektif adalah survei yang dapat menemukan 
penyimpangan atau persekongkolan 
penggunaan anggaran yang merugikan 
negara. 

`` Kondisi Lingkungan Sosial 
Kondisi Lingkungan Sosial adalah 

wahana sosial dan aktivitas-aktivitas sosial 
kemasyarakatan yang berhubungan dengan 
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kegiatan pemerintah pada entitas terperiksa. 
Alasan perlunya memahami Kondisi 
Lingkungan Sosial adalah bahwa sebagian 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara itu terkait dengan wahana sosial dan 
aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan 
tersebut. Dari Kondisi Lingkungan Sosial 
bisa didapat berbagai informasi atau data 
yang diperlukan guna menguji kebenaran 
penggunaan anggaran kegiatan pemerintah 
pada entitas terperiksa. Untuk itu, auditor 
perlu menyusun suatu rencana survei untuk 
menguji kebenaran penggunaan anggaran 
tersebut. Rencana survei yang dimaksud 
disusun dengan mengkritisi kelayakan 
setiap mata anggaran serta mengidentifikasi 
penyimpangan yang mungkin timbul dalam 
proses realisasi mata anggaran tersebut. 

Survei Kondisi Lingkungan Sosial 
penting dalam mengimplementasikan 
kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan Negara yang 
perlu penanganan khusus. Dalam konteks 
ini, survei Kondisi Lingkungan Sosial yang 
efektif adalah survei yang dapat menemukan 
penyimpangan atau persekongkolan 
penggunaan anggaran yang merugikan 
negara. Dengan kedudukan auditor dan tim 
audit sebagai ujung tombak pelaksanaan 
tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, 
maka survei Kondisi Lingkungan Sosial 
yang efektif tentu lebih mengefektifkan 
pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi 
Badan Pemeriksa Keuangan. 

`` Kondisi Lingkungan Politik 
Kondisi Lingkungan Politik adalah 

wahana politik dan aktivitas-aktivitas sosial 
politik masyarakat yang berhubungan 
dengan kegiatan pemerintah pada entitas 
terperiksa. Alasan perlunya memahami 
Kondisi Lingkungan Politik adalah bahwa 
sebagian pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara itu terkait dengan fungsi 
wahana politik dan aktivitas-aktivitas sosial 
politik masyarakat tersebut. Dari Kondisi 
Lingkungan Politik bisa didapat berbagai 

informasi atau data yang diperlukan guna 
menguji kebenaran penggunaan anggaran 
kegiatan pemerintah pada entitas terperiksa. 
Untuk itu, auditor perlu menyusun suatu 
rencana survei untuk menguji kebenaran 
penggunaan anggaran tersebut. Rencana 
survei yang dimaksud disusun dengan 
mengkritisi kelayakan setiap mata anggaran 
serta mengidentifikasi penyimpangan yang 
mungkin timbul dalam proses realisasi mata 
anggaran tersebut. 

Survei Kondisi Lingkungan Politik 
juga penting dalam mengimplementasikan 
kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan Negara yang 
perlu penanganan khusus. Dalam konteks 
ini, survei Kondisi Lingkungan Politik yang 
efektif adalah survei yang dapat menemukan 
penyimpangan atau persekongkolan 
penggunaan anggaran yang merugikan 
negara. Dengan kedudukan auditor dan tim 
audit sebagai ujung tombak pelaksanaan 
tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, 
maka survei Kondisi Lingkungan Politik 
yang efektif tentu lebih mengefektifkan 
pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi 
Badan Pemeriksa Keuangan. 

`` Penyimpangan
Penyimpangan adalah penyalahgunaan 

anggaran yang merugikan negara. 
Penyalahgunaan anggaran yang dimaksud 
merupakan praktik kolusi dan korupsi 
yang dilakukan sedemikian rupa dengan 
modus-modus tertentu hingga sulit dilacak, 
bahkan ada kasus-kasus penyimpangan 
anggaran yang sangat sulit dilacak karena 
penyimpangan tersebut dibungkus 
dengan aturan hukum yang seolah-olah 
membenarkan penyimpangan anggaran 
itu terjadi. Penyimpangan ini dapat terjadi 
karena sindikasi kepemimpinan struktural, 
budaya organisasi dan mentalitas aparatur 
birokrasi yang cenderung kolutif dan 
koruptif. 
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Dengan pendekatan tertentu, 
Penyimpangan anggaran ini perlu dibongkar. 
Untuk itu, jika dipandang perlu, auditor 
atau tim audit dapat meminta bantuan 
atau menjalin kerja sama dengan aparatur 
penegak hukum yang dapat diandalkan. 
Dalam konteks ini, dengan kedudukan 
auditor dan tim audit sebagai ujung tombak 
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 
Pemeriksa Keuangan, maka penanganan 
kasus Penyimpangan anggaran yang efektif 
tentu lebih mengefektifkan pelaksanaan 
kewenangan, tugas dan fungsi Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

`` Daya Tanggap 
Daya Tanggap adalah kepekaan dan 

respons terhadap hal-hal atau kondisi 
tertentu yang muncul dari proses 
implementasi kebijakan pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara yang perlu segera disikapi, diatasi 
dan atau diantisipasi. Hal-hal atau kondisi 
tertentu yang dimaksud terindentifikasi 
dapat menimbulkan kerugian negara; dan 
atau menimbulkan suatu penyimpangan 
yang justru dapat merusak kinerja auditor 
dan tim audit itu sendiri. Daya Tanggap atau 
sensitivitas perlu dimiliki oleh setiap auditor, 
dan harus selalu diasah agar semakin tajam. 
Cara mempertajam Daya Tanggap ini antara 
lain dengan memperkokoh moralitas serta 
mengembangkan norma dan etika kerja 
secara profesional. Dalam konteks ini, 
dengan kedudukan auditor dan tim audit 
sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan 
fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka 
penajaman Daya Tanggap auditor tentu 
dapat lebih mengefektifkan pelaksanaan 
kewenangan, tugas dan fungsi Badan 
Pemeriksa Keuangan. Untuk itu, auditor 
dan tim audit harus memiliki kepekaan dan 
respons yang kuat terhadap hal-hal atau 
kondisi tertentu yang dapat menimbulkan 
kerugian negara. 

Dengan kepekaan dan respons yang 
demikian itu, pencapaian hasil pemeriksaan 

tentu bisa semakin optimal. Karena itu, 
peningkatan Daya Tanggap auditor dan tim 
audit yang juga turut menentukan efektivitas 
pemeriksaan tentu dapat meningkatkan 
akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan 
negara pada entitas terperiksa. 

`` Tindak Lanjut 
Tindak Lanjut adalah konsekuensi 

temuan pemeriksaan yang direkomendasikan 
oleh auditor atau tim audit kepada entitas 
terperiksa untuk dilaksanakan. Konsekuensi 
yang dimaksud adalah pengenaan kewajiban 
atau paksaan tertentu kepada pihak 
terperiksa untuk menyelesaikan hal-hal yang 
timbul dari temuan pemeriksaan; dan bila 
tidak diselesaikan sebagaimana mestinya 
maka pihak terperiksa akan terkena 
sanksi administratif atau sanksi hukum. 
Temuan pemeriksaan yang dimaksud 
adalah penyimpangan, persekongkolan, 
pemborosan, penggelapan, atau 
penyalahgunaan anggaran yang merugikan 
negara.

Pengenaan sanksi kepada pihak 
terperiksa dapat diselesaikan sendiri oleh 
pihak terperiksa, dapat diselesaikan oleh 
atasan pihak terperiksa, dan atau dapat 
diselesaikan oleh aparatur penegak hukum 
melalui suatu proses peradilan. Dalam 
konteks ini, dengan kedudukan auditor dan 
tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan 
tugas dan fungsi Badan Pemeriksa 
Keuangan, maka pemantauan terhadap 
Tindak Lanjut yang harus dilaksanakan oleh 
pihak terperiksa perlu dilakukan secara 
intensif dan perlu mempertanyakan kembali 
rekomendasi Tindak Lanjut tersebut pada 
kinerja pemeriksaan tahun berikutnya. 

Pengaruh Pengawasan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan 
Keuangan Negara pada Kementerian 
Pemuda dan Olahraga 

Dari hasil pengukuran koefisien 
jalur diketahui bahwa besaran pengaruh 
Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja 
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Pengelolaan Keuangan Negara pada Kantor 
Menpora sebesar 0,44 termasuk kuat dan 
bermakna signifikan untuk diterapkan. 
Besarnya pengaruh Pengawasan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan 
Negara pada Kantor Menpora ditentukan 
oleh Kesesuaian dengan standar akuntansi 
pemerintahan; Kecukupan pengungkapan; 
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan Efektivitas 
sistem pengendalian intern. Adanya pengaruh 
tersebut bermakna: apabila Pengawasan 
ditingkatkan atau meningkat maka secara 
stimulan peningkatan Pengawasan tersebut 
diikuti dengan peningkatan akuntabilitas 
kinerja pengelolaan keuangan negara pada 
Kantor Menpora. Oleh sebab itu, peningkatan 
akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan 
negara pada Kantor Menpora bisa 
ditingkatkan dengan cara memperbaiki, 
meningkatkan, dan atau mengoptimalkan 
dua belas variabel manifes Pengawasan. 

Kedua belas variabel menifes Pengawasan 
tersebut meliputi: (1) Pengakuan transaksi 
keuangan, (2) Pengukuran transaksi 
keuangan, (3) Penyajian transaksi keuangan, 
(4) Laporan realisasi anggaran, (5) Neraca, 
(6) Laporan Arus Kas, (7) Catatan atas 
laporan keuangan, (8) Undang-Undang, 
(9) Peraturan Pemerintah, (10) Paraturan 
Menteri, (11) Pengawasan intern, (12) 
Evaluasi intern, dan (13) Tindak lanjut 
Hasil Pemeriksaan. Konsep pemahaman 
dan aksi masing-masing variabel manifes 
Pengawasan adalah berikut.

`` Pengakuan Transaksi Keuangan
Pengakuan Transaksi Keuangan yang 

dimaksud adalah penilaian dan pernyataan 
sikap auditor atau tim audit terhadap 
transaksi keuangan yang tercatat dalam 
laporan keuangan entitas terperiksa 
yang sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Pengakuan transaksi 
keuangan ini merupakan salah satu aktivitas 
peninjauan ulang atas laporan keuangan 
serta laporan lainnya yang disampaikan 

oleh entitas terperiksa kepada auditor atau 
tim audit. Pengakuan transaksi keuangan 
dinyatakan oleh auditor atau tim audit 
setelah dilakukan aktivitas penelusuran yang 
intensif terhadap setiap item penggunaan 
anggaran serta kemudian menganalisis dan 
menguji kebenaran terhadap setiap item 
penggunaan anggaran tersebut secara kritis 
dan cermat. Pengakuan transaksi keuangan 
selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan 
untuk menentukan opini auditor atau tim 
audit terhadap laporan keuangan yang 
disampaikan oleh entitas terperiksa. 

Karena pengakuan transaksi keuangan 
begitu penting dalam proses manajemen 
pemeriksaan, maka pengakuan transaksi 
keuangan tersebut harus benar-benar 
didasarkan pada hasil analisis dan pengujian 
kebenaran yang dilakukan secara cermat dan 
mendetail terhadap setiap item anggaran 
dengan menilai dan menguji secara langsung 
setiap bukti pengeluaran, pembelanjaan 
dan atau pembayaran yang menggunakan 
item anggaran tersebut. Dalam konteks ini, 
dengan kedudukan auditor dan tim audit 
sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas 
dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, 
maka pengakuan transaksi keuangan perlu 
dimaknai sebagai hasil pemeriksaan yang 
dilakukan secara kritis, cermat, hati-hati dan 
mendetail terhadap setiap item dan seluruh 
item anggaran yang tercatat dalam laporan 
keuangan entitas terperiksa. 

`` Pengukuran Transaksi Keuangan
Pengukuran Transaksi Keuangan yang 

dimaksud adalah penilaian yang dilakukan oleh 
auditor atau tim audit dengan metode statistik 
terhadap transaksi keuangan yang tercatat 
dalam laporan keuangan entitas terperiksa 
yang sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Pengukuran transaksi 
keuangan ini merupakan salah satu aktivitas 
peninjauan ulang atas laporan keuangan yang 
disampaikan oleh entitas terperiksa kepada 
auditor atau tim audit. Pengukuran transaksi 
keuangan dilakukan oleh auditor atau tim 
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audit disertai dengan aktivitas penelusuran 
yang intensif terhadap setiap item penggunaan 
anggaran serta kemudian menganalisis 
dan menguji kebenaran terhadap setiap 
item penggunaan anggaran tersebut secara 
kritis dan cermat dengan metode tertentu. 
Pengukuran transaksi keuangan selanjutnya 
menjadi salah satu pertimbangan untuk 
menentukan opini auditor atau tim audit 
terhadap laporan keuangan yang disampaikan 
oleh entitas terperiksa. 

Karena pengukuran transaksi keuangan 
penting sekali dalam proses manajemen 
pemeriksaan, maka pengukuran transaksi 
keuangan tersebut harus benar-benar 
didasarkan pada hasil analisis dan pengujian 
kebenaran data yang dilakukan secara 
cermat dan mendetail terhadap setiap item 
anggaran dengan menguji secara langsung 
setiap bukti pengeluaran, pembelanjaan 
dan atau pembayaran yang menggunakan 
item anggaran tersebut. Pengujian ini 
dilakukan ke berbagai pihak yang terkait 
dengan pengeluaran, pembelanjaan dan 
atau pembayaran tersebut. Dalam konteks 
ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit 
sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas 
dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, 
maka pengukuran transaksi keuangan perlu 
dimaknai sebagai proses pemeriksaan yang 
dilakukan secara kritis, cermat, hati-hati dan 
mendetail terhadap setiap item dan seluruh 
item anggaran yang tercatat dalam laporan 
keuangan entitas terperiksa. 

`` Penyajian Transaksi Keuangan
Penyajian Transaksi Keuangan yang 

dimaksud adalah penyampaian catatan 
seluruh transaksi keuangan yang tersusun 
dalam laporan keuangan entitas terperiksa 
yang sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Penyajian transaksi keuangan 
ini merupakan salah satu aktivitas analisis 
atas laporan keuangan yang disampaikan 
oleh entitas terperiksa kepada auditor atau 
tim audit. Penyajian transaksi keuangan 
disampaikan oleh entitas terperiksa dan 

kemudian dianalisis oleh auditor atau tim 
audit dengan melakukan juga aktivitas 
penelusuran yang intensif terhadap setiap 
item transaksi serta menganalisis dan menguji 
kebenaran terhadap setiap item transaksi 
keuangan tersebut secara kritis dan cermat 
dengan metode tertentu. Hasil penilaian 
terhadap penyajian transaksi keuangan 
selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan 
untuk menentukan opini auditor atau tim 
audit terhadap laporan keuangan yang 
disampaikan oleh entitas terperiksa. 

Karena penyajian transaksi keuangan 
penting sekali dalam proses manajemen 
pemeriksaan, maka penilaian terhadap 
transaksi transaksi keuangan tersebut harus 
benar-benar didasarkan pada hasil analisis 
dan pengujian kebenaran data yang dilakukan 
secara cermat dan mendetail terhadap setiap 
item transaksi keuangan dengan menguji 
secara langsung setiap bukti pengeluaran, 
pembelanjaan dan atau pembayaran yang 
tercatat dalam bentuk traksaksi keuangan 
anggaran tersebut. Pengujian ini dilakukan 
ke berbagai pihak yang terkait dengan 
pengeluaran, pembelanjaan dan atau 
pembayaran yang tercatat pada setiap 
item transaksi. Dalam konteks ini, dengan 
kedudukan auditor dan tim audit sebagai 
ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi 
Badan Pemeriksa Keuangan, maka penilaian 
terhadap penyajian transaksi keuangan 
perlu dimaknai sebagai proses pemeriksaan 
yang dilakukan secara kritis, cermat, hati-
hati dan mendetail dalam sikap kerja yang 
profesional terhadap setiap item dan seluruh 
item transaksi keuangan yang tercatat dalam 
laporan keuangan entitas terperiksa. 

`` Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran yang 

dimaksud adalah penyampaian catatan 
seluruh penggunaan anggaran kinerja dan 
kegiatan yang tersusun dalam laporan 
keuangan entitas terperiksa yang memenuhi 
kecukupan pengungkapan realisasi anggaran. 
Laporan realisasi anggaran ini merupakan 
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salah satu komponen laporan keuangan yang 
disampaikan oleh entitas terperiksa kepada 
auditor atau tim audit. Laporan realisasi 
anggaran disampaikan oleh entitas terperiksa 
dan kemudian dianalisis oleh auditor atau 
tim audit dengan melakukan juga aktivitas 
penelusuran yang intensif terhadap setiap 
alokasi anggaran kinerja dan anggaran 
kegiatan serta menganalisis dan menguji 
kebenaran terhadap setiap alokasi anggaran 
tersebut secara kritis dan cermat dengan 
metode tertentu. Hasil penilaian terhadap 
laporan realisasi anggaran selanjutnya 
menjadi salah satu pertimbangan untuk 
menentukan opini auditor atau tim audit 
terhadap laporan keuangan yang disampaikan 
oleh entitas terperiksa. 

Karena penilaian terhadap laporan 
realisasi anggaran penting sekali dalam proses 
manajemen pemeriksaan, maka penilaian 
terhadap laporan realisasi anggaran tersebut 
harus benar-benar didasarkan pada hasil 
analisis dan pengujian kebenaran data yang 
dilakukan secara cermat dan mendetail 
terhadap setiap alokasi anggaran dengan 
menguji secara langsung setiap bukti realisasi 
alokasi anggaran tersebut. Pengujian ini 
dilakukan ke berbagai pihak yang terkait 
dengan pengeluaran, pembelanjaan dan 
atau pembayaran yang tercatat pada setiap 
alokasi anggaran. Dalam konteks ini, dengan 
kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung 
tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 
Pemeriksa Keuangan, maka penilaian terhadap 
laporan realisasi anggaran perlu dimaknai 
sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan 
secara kritis, cermat, hati-hati dan mendetail 
dalam sikap kerja yang profesional terhadap 
realisasi setiap alokasi anggaran dan seluruh 
realisasi alokasi anggaran yang tercatat dalam 
laporan keuangan entitas terperiksa. 

`` Neraca 
Neraca yang dimaksud adalah laporan 

posisi keuangan yang tersusun dalam 
laporan keuangan entitas terperiksa yang 
memenuhi kecukupan pengungkapan 

neraca. Neraca merupakan bentuk laporan 
yang menunjukkan harta kekayaan/aktivita, 
kewajiban/hutang dan modal pada entitas 
terperiksa. Neraca ini merupakan salah 
satu komponen laporan keuangan yang 
disampaikan oleh entitas terperiksa kepada 
auditor atau tim audit. Neraca dialporkan 
oleh entitas terperiksa dan kemudian 
dianalisis oleh auditor atau tim audit dengan 
melakukan juga aktivitas penelusuran yang 
intensif terhadap setiap jenis dan kondisi 
harta kekayaan/aktivita, kewajiban/hutang 
dan modal pada entitas terperiksa. Hasil 
penilaian terhadap neraca selanjutnya 
menjadi salah satu pertimbangan untuk 
menentukan opini auditor atau tim 
audit terhadap laporan keuangan yang 
disampaikan oleh entitas terperiksa. 

Karena penilaian terhadap neraca 
penting sekali dalam proses manajemen 
pemeriksaan, maka penilaian terhadap 
neraca tersebut harus benar-benar 
didasarkan pada hasil analisis dan pengujian 
kebenaran data yang dilakukan secara cermat 
dan mendetail terhadap setiap jenis dan 
kondisi harta kekayaan/aktivita, kewajiban/
hutang dan modal pada entitas terperiksa. 
Pengujian ini dilakukan ke berbagai lokasi 
dan pihak yang bertanggung jawab dan atau 
terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan 
jenis dan kondisi harta kekayaan/aktivita, 
kewajiban/hutang dan modal pada entitas 
terperiksa. Dalam konteks ini, dengan 
kedudukan auditor dan tim audit sebagai 
ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi 
Badan Pemeriksa Keuangan, maka penilaian 
terhadap neraca perlu dimaknai sebagai 
proses pemeriksaan yang dilakukan secara 
kritis, cermat, hati-hati dan mendetail dalam 
sikap kerja yang profesional terhadap neraca 
yang disajikan dalam laporan keuangan 
entitas terperiksa. 

`` Laporan Arus Kas 
Laporan Arus Kas yang dimaksud adalah 

ikhtisar dari jumlah kas masuk yang diterima 
entitas terperiksa dan jumlah kas keluar untuk 
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pembayaran-pembayaran kegiatan entitas 
terperiksa dalam periode tertentu yang 
memenuhi kecukupan pengungkapan ikhtisar 
tersebut. Laporan arus kas menunjukkan 
kenaikan atau penurunan besih kas yang 
dimiliki entitas terperiksa dalam periode 
tertentu, serta menunjukkan juga saldo kas 
yang entitas terperiksa pada akhir periode 
tersebut. Laporan arus kas ini merupakan 
salah satu komponen laporan keuangan 
yang disampaikan oleh entitas terperiksa 
kepada auditor atau tim audit. Laporan 
arus kas dilaporkan oleh entitas terperiksa 
dan kemudian dianalisis oleh auditor atau 
tim audit dengan melakukan juga aktivitas 
penelusuran yang intensif terhadap rincian 
jumlah kas masuk yang diterima entitas 
terperiksa dan rincian jumlah kas keluar 
untuk pembayaran-pembayaran kegiatan 
entitas terperiksa dalam periode tertentu. 
Hasil penilaian terhadap laporan arus kas 
selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan 
untuk menentukan opini auditor atau tim 
audit terhadap laporan keuangan yang 
disampaikan oleh entitas terperiksa. 

Karena penilaian terhadap laporan arus 
kas juga penting dalam proses manajemen 
pemeriksaan, maka penilaian terhadap 
laporan arus kas tersebut harus benar-
benar didasarkan pada hasil analisis dan 
pengujian kebenaran data yang dilakukan 
secara cermat dan mendetail terhadap 
rincian jumlah kas masuk yang diterima 
entitas terperiksa dan rincian jumlah kas 
keluar untuk pembayaran-pembayaran 
kegiatan entitas terperiksa dalam periode 
tertentu. Pengujian kebenaran ini dilakukan 
ke berbagai pihak yang bertanggung jawab 
dan atau terkait dengan keterangan arus kas 
masuk dan keterangan arus kas keluar. Dalam 
konteks ini, dengan kedudukan auditor dan 
tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan 
tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, 
maka penilaian terhadap laporan arus kas 
perlu dimaknai sebagai proses pemeriksaan 
yang dilakukan secara kritis, cermat, hati-
hati dan mendetail dalam sikap kerja yang 

profesional terhadap laporan arus kas yang 
disajikan dalam laporan keuangan entitas 
terperiksa. 

`` Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan yang 

dimaksud adalah catatan yang berisi hal-hal 
yang berkenaan dengan kebijakan akuntansi 
yang digunakan entitas terperiksa serta 
informasi penting lainnya pada masing-
masing akun Laporan Posisi Keuangan dan 
akun lebih sisa yang memenuhi kecukupan 
pengungkapan laporan keuangan tersebut. 
Catatan atas laporan keuangan ini merupakan 
salah satu komponen laporan keuangan yang 
disampaikan oleh entitas terperiksa kepada 
auditor atau tim audit. Catatan atas laporan 
keuangan dilaporkan oleh entitas terperiksa 
dan kemudian dianalisis oleh auditor atau 
tim audit dengan melakukan juga aktivitas 
penelusuran yang intensif terhadap catatan-
catatan tersebut. Hasil penilaian terhadap 
catatan atas laporan keuangan selanjutnya 
menjadi salah satu pertimbangan untuk 
menentukan opini auditor atau tim 
audit terhadap laporan keuangan yang 
disampaikan oleh entitas terperiksa. 

Karena penilaian terhadap catatan atas 
laporan keuangan penting sekali dalam 
proses manajemen pemeriksaan, maka 
penilaian terhadap catatan atas laporan 
keuangan entitas terperiksa harus benar-
benar ditelaah secara kritis dan cermat 
serta memperhatikan hal-hal yang terkait 
dengan catatan tersebut. Penelaahan ini 
dilakukan untuk memastikan faktualisasi 
atas catatan-catatan yang terkait dengan 
komponen-komponen laporan keuangan 
entitas terperiksa. Dalam konteks ini, 
dengan kedudukan auditor dan tim audit 
sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan 
fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka 
penalaahan terhadap catatan atas laporan 
keuangan perlu dimaknai sebagai proses 
pemeriksaan yang dilakukan secara kritis, 
cermat, hati-hati dan mendetail dalam sikap 
kerja yang profesional. 



Visioner     Vol. 11 \ No. 3\ Agustus 2019: 391–414

406

`` Undang-Undang 
Undang-Undang yang dimaksud adalah 

kepatuhan terhadap undang-undang yang 
mengatur pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara, undang-undang 
yang mengatur kewenangan, tugas dan 
fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, dan 
undang-undang lainnya yang terkait. 
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan ini tidak terbatas hanya pada 
penilaian kepatuhan entitas terperiksa 
dalam melaksanakan undang-undang 
yang berlaku; namun menyangkut juga 
kepatuhan auditor dan tim audit terhadap 
undang-undang tersebut. Kepatuhan entitas 
terperiksa terhadap undang-undang ini 
dianalisis oleh auditor atau tim audit dengan 
melakukan juga aktivitas pengkajian yang 
cermat terhadap berbagai hal yang terkait 
dengan pelaksanaan prinsip, asas dan 
ketentuan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang dilaksanakan oleh 
entitas terperiksa. Hasil penilaian terhadap 
kepatuhan entitas terperiksa terhadap 
undang-undang selanjutnya menjadi salah 
satu pertimbangan untuk menentukan opini 
auditor atau tim audit terhadap laporan 
keuangan yang disampaikan oleh entitas 
terperiksa. 

Karena penilaian terhadap kepatuhan 
entitas terperiksa terhadap undang-
undang penting sekali dalam proses 
manajemen pemeriksaan, maka penilaian 
terhadap kepatuhan entitas terperiksa 
terhadap undang-undang harus benar-
benar ditelaah secara kritis dan cermat 
serta memperhatikan hal-hal yang terkait 
dengan kepatuhan tersebut. Penelaahan ini 
dilakukan untuk memastikan faktualisasi 
kepatuhan entitas terperiksa terhadap 
undang-undang yang berlaku. Dalam konteks 
ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit 
sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas 
dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, 
maka penalaahan terhadap kepatuhan 
entitas terperiksa terhadap undang-undang 
yang berlaku perlu dimaknai sebagai proses 

pelaksanaan fungsi pemeriksaan keuangan 
negara yang dilakukan secara cermat dan 
profesional. 

`` Peraturan Pemerintah 
Peraturan Pemerintah yang dimaksud 

adalah kepatuhan terhadap peraturan 
pemerintah yang mengatur pelaksanaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara, dan peraturan pemerintah 
lainnya yang terkait. Penilaian terhadap 
kepatuhan entitas terperiksa terhadap 
peraturan pemerintah ini dianalisis oleh 
auditor atau tim audit dengan melakukan 
juga aktivitas pengkajian yang cermat 
terhadap berbagai hal yang terkait dengan 
pelaksanaan ketentuan, prosedur dan 
tata cara pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang dilaksanakan oleh 
entitas terperiksa. Hasil penilaian terhadap 
kepatuhan entitas terperiksa terhadap 
peraturan pemerintah selanjutnya menjadi 
salah satu pertimbangan untuk menentukan 
opini auditor atau tim audit terhadap laporan 
keuangan yang disampaikan oleh entitas 
terperiksa. 

Karena penilaian terhadap kepatuhan 
entitas terperiksa terhadap peraturan 
pemerintah penting sekali dalam proses 
manajemen pemeriksaan, maka penilaian 
terhadap kepatuhan entitas terperiksa 
terhadap peraturan pemerintah harus 
benar-benar ditelaah secara kritis 
dan cermat serta memperhatikan hal-
hal yang terkait dengan kepatuhan 
tersebut. Penelaahan ini dilakukan untuk 
memastikan faktualisasi kepatuhan 
entitas terperiksa terhadap peraturan 
pemerintahan. Dalam konteks ini, dengan 
kedudukan auditor dan tim audit sebagai 
ujung tombak pelaksanaan tugas dan 
fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka 
penalaahan terhadap kepatuhan entitas 
terperiksa terhadap peraturan pemerintah 
perlu dimaknai sebagai proses pelaksanaan 
fungsi pemeriksaan keuangan negara yang 
dilakukan secara cermat dan profesional. 
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`` Paraturan Menteri
Peraturan Menteri yang dimaksud adalah 

kepatuhan terhadap peraturan menteri yang 
mengatur pelaksanaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara pada entitas 
terperiksa, dan peraturan menteri lainnya yang 
terkait. Penilaian terhadap kepatuhan entitas 
terperiksa terhadap peraturan menteri ini 
dianalisis oleh auditor atau tim audit dengan 
melakukan juga aktivitas pengkajian yang 
cermat terhadap berbagai hal yang terkait 
dengan pelaksanaan ketentuan, prosedur dan 
tata cara pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang dilaksanakan oleh 
entitas terperiksa. Hasil penilaian terhadap 
kepatuhan entitas terperiksa terhadap 
peraturan menteri kemudian dijadikan salah 
satu pertimbangan untuk menentukan opini 
auditor atau tim audit terhadap laporan 
keuangan yang disampaikan oleh entitas 
terperiksa. 

Karena penilaian terhadap kepatuhan 
entitas terperiksa terhadap peraturan menteri 
penting sekali dalam proses manajemen 
pemeriksaan, maka penilaian terhadap 
kepatuhan entitas terperiksa terhadap 
peraturan menteri harus benar-benar ditelaah 
secara kritis dan cermat serta memperhatikan 
hal-hal yang terkait dengan kepatuhan 
tersebut. Penelaahan ini dilakukan untuk 
memastikan faktualisasi kepatuhan entitas 
terperiksa terhadap peraturan menteri. Dalam 
konteks ini, dengan kedudukan auditor dan 
tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan 
tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, 
maka penalaahan terhadap kepatuhan entitas 
terperiksa terhadap peraturan menteri 
tersebut perlu dimaknai sebagai proses 
pelaksanaan fungsi pemeriksaan keuangan 
negara yang dilakukan secara cermat dan 
profesional. 

`` Pengawasan Intern 
Pengawasan Intern yang dimaksud 

adalah penilaian terhadap efektivitas sistem 
pengendalian intern pengelolaan keuangan 
negara yang dilakukan oleh Aparatur 

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 
pada entitas terperiksa. Penilaian terhadap 
efektivitas sistem pengendalian intern 
ini dianalisis oleh auditor atau tim audit 
dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja 
Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan 
internal serta menilai juga bagaimana kerja 
sama aparatur tersebut dalam pelaksanaan 
tugas audit. Hasil penilaian terhadap 
efektivitas sistem pengendalian intern 
pengelolaan keuangan negara selanjutnya 
dijadikan salah satu pertimbangan untuk 
menentukan opini auditor atau tim 
audit terhadap laporan keuangan yang 
disampaikan oleh entitas terperiksa. 

Karena penilaian terhadap efektivitas 
sistem pengendalian intern pengelolaan 
keuangan negara penting sekali dalam 
proses manajemen pemeriksaan, maka 
penilaian terhadap efektivitas sistem 
pengendalian intern pengelolaan keuangan 
negara pada entitas terperiksa harus benar-
benar cermat serta memperhatikan hal-hal 
yang terkait kriteria efektivitas tersebut. 
Penilaian ini dilakukan untuk memastikan 
kejelasan efektivitas sistem pengendalian 
intern pengelolaan keuangan negara yang 
dilakukan terhadap entitas terperiksa. Dalam 
konteks ini, dengan kedudukan auditor dan 
tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan 
tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, 
maka penilaian terhadap efektivitas sistem 
pengendalian intern pengelolaan keuangan 
negara harus dimaknai sebagai proses 
pelaksanaan fungsi pemeriksaan keuangan 
negara dan kerja sama fungsional yang 
dilakukan secara profesional. 

`` Evaluasi Intern 
Evaluasi Intern yang dimaksud adalah 

penilaian terhadap evaluasi intern yang 
dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal 
Pemerintah (APIP) terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan negara pada entitas 
terperiksa. Penilaian terhadap evaluasi 
intern yang dilakukan oleh APIP terhadap 
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kinerja pengelolaan keuangan negara 
ini dianalisis oleh auditor atau tim audit 
dengan memperhatikan kinerja APIP 
dalam melaksanakan ketentuan, prosedur 
dan teknis pemeriksaan keuangan. Hasil 
penilaian terhadap evaluasi intern yang 
dilakukan oleh APIP terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan negara pada entitas 
terperiksa selanjutnya dijadikan salah satu 
pertimbangan untuk menentukan opini 
auditor atau tim audit terhadap laporan 
keuangan yang disampaikan oleh entitas 
terperiksa. 

Karena penilaian terhadap hasil evaluasi 
intern yang dilakukan oleh APIP terhadap 
kinerja pengelolaan keuangan negara 
penting sekali dalam proses manajemen 
pemeriksaan, maka penilaian terhadap hasil 
evaluasi intern yang dilakukan oleh APIP 
pada entitas terperiksa harus benar-benar 
cermat serta memperhatikan hal-hal yang 
terkait kinerja evaluasi tersebut. Penilaian 
ini dilakukan untuk memastikan optimalisasi 
hasil evaluasi intern yang dilakukan oleh 
APIP terhadap kinerja pengelolaan keuangan 
negara oleh entitas terperiksa. Dalam konteks 
ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit 
sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan 
fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka 
penilaian terhadap hasil evaluasi intern yang 
dilakukan oleh APIP harus dimaknai sebagai 
proses pelaksanaan fungsi pemeriksaan 
keuangan negara dan kerja sama fungsional 
antaraparaur pengawasan yang dilakukan 
secara profesional. 

`` Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang 

dimaksud adalah rekomendasi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara yang 
disampaikan kepada entitas terperiksa 
serta pihak yang berkepentingan dan atau 
terkait dengan pelaksanaan rekomendasi 
tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. 
Penyusunan rekomendasi tindak lanjut 
hasil pemeriksaan ini dirumuskan oleh 

auditor atau tim audit secara cermat dengan 
memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; serta bila perlu 
melakukan juga konsultasi vertikal sebelum 
rekomendasi disampaikan. Rekomendasi 
tindak lanjut hasil pemeriksaan selanjutnya 
dijadikan rujukan dan panduan untuk 
memantau kepatuhan entitas terperiksa 
terhadap rekomendasi tersebut; dan 
kemudian dapat dijadikan sebagai salah 
satu pertimbangan untuk memberikan opini 
terhadap kinerja pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara pada entitas 
terperiksa. 

Karena penyusunan dan penyampaian 
rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan 
penting sekali dalam proses manajemen 
pemeriksaan, maka penyusunan rekomendasi 
tindak lanjut hasil pemeriksaan harus benar-
benar cermat serta memperhatikan hal-hal 
penting yang terkait dengan pelaksanaan 
rekomendasi tersebut. Penyampaian 
rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan 
ini dilakukan untuk memastikan konsistensi 
dan konsekuensi pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dalam 
penyelenggaraan pengelolaan keuangan 
negara. Dalam konteks ini, dengan 
kedudukan auditor dan tim audit sebagai 
ujung tombak pelaksanaan tugas dan 
fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka 
penyusunan dan penyampaian rekomendasi 
tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada 
entitas terperiksa harus dimaknai sebagai 
proses pelaksanaan fungsi pemeriksaan 
keuangan negara dan kerja sama fungsional 
antaraparatur pengawasan yang dilakukan 
secara profesional. 

SIMPULAN
Besarnya pengaruh Implementasi 

Kebijakan terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora 
mencapai 0,46: terbilang cukup kuat dan 
signifikan. Besarnya pengaruh Implementasi 
Kebijakan terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara 
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Kemenpora ditentukan oleh policy 
Standards and objectives; policy resources; 
interorganizational communication and 
enforcement activities; the characteristic of 
the implementing agencies; economic, social 
and political conditions; the dispositon of 
implementors. 

Adanya pengaruh tersebut bermakna: 
apabila Implementasi Kebijakan 
ditingkatkan atau meningkat maka secara 
stimulan peningkatan Implementasi 
Kebijakan tersebut diikuti dengan 
peningkatan Akuntabilitas Kinerja 
Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora. 
Oleh sebab itu, peningkatan Akuntabilitas 
Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara 
Kemenpora dapat ditingkatkan dengan 
cara meningkatkan, memperbaiki, dan atau 
mengoptimalkan delapan belas  indikator 
Implementasi Kebijakan. 

Kedelapan belas indikator Implementasi 
Kebijakan tersebut adalah: (1) Tujuan 
pemeriksaan, (2) Sasaran pemeriksaan, (3) 
SOP pemeriksaan, (4) Sumber daya aparatur, 
(5) Sumber daya pembiayaan, (6) Insentif, (7) 
Komunikasi, (8) Koordinasi, (9) Konfirmasi, 
(10) Kewenangan, (11) Pembagian tugas, 
(12) Uraian tugas, (13) Kondisi lingkungan 
ekonomi, (14) Kondisi lingkungan sosial, 
(15) Kondisi lingkungan politik, (16) 
Penyimpangan, (17) Daya tanggap, dan (18) 
Tindak lanjut. 

Besarnya pengaruh Pengawasan 
terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan 
Keuangan Negara Kemenpora mencapai 
0,44: terbilang cukup kuat dan signifikan. 
Besarnya pengaruh Pengawasan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan 
Negara Kemenpora ditentukan oleh 
fiscal accountability; legal accountability; 
programme accountability; process 
accountability; outcome accountability. 
Adanya pengaruh tersebut bermakna: 
apabila Pengawasan ditingkatkan 
atau meningkat maka secara stimulan 
peningkatan Pengawasan tersebut diikuti 

dengan peningkatan Akuntabilitas Kinerja 
Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora. 
Oleh sebab itu, peningkatan Akuntabilitas 
Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara 
Kemenpora dapat ditingkatkan dengan 
cara meningkatkan, memperbaiki, dan 
atau mengoptimalkan tiga belas indikator 
Pengawasan. 

Ketiga belas indikator Pengawasan 
tersebut adalah: (1) Pengakuan transaksi 
keuangan, (2) Pengukuran transaksi 
keuangan, (3) Penyajian transaksi keuangan, 
(4) Laporan realisasi anggaran, (5) Neraca, 
(6) Laporan Arus Kas, (7) Catatan atas 
laporan keuangan, (8) Undang-Undang, 
(9) Peraturan Pemerintah, (10) Paraturan 
Menteri, (11) Pengawasan intern, (12) 
Evaluasi intern, dan (13) Tindak lanjut hasil 
pemeriksaan.

Konsep baru yang diperoleh dari 
analisis pengaruh Implementasi Kebijakan 
terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan 
Keuangan Negara Kemenpora adalah 
konsep baru tentang karakteristik lembaga 
pelaksana kebijakan dengan definisi: 
Karakteristik Lembaga Pelaksana Kebijakan 
adalah ciri kekhususan fungsi instansi/
lembaga pelaksana kebijakan pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan Negara 
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 
melekat pada kewenangan, pembagian 
tugas, dan uraian tugas instansi/lembaga 
tersebut. Definisi ini mencakup tiga ciri 
kekhususan fungsi kelembagaan berikut: (1) 
Dimensi Kewenangan Pelaksana Kebijakan; 
(2) Dimensi Pembagian Tugas Pelaksanaan 
Kebijakan; dan (3) Dimensi Uraian Tugas 
Pelaksana Kebijakan.

Konsep baru yang diperoleh dari 
analisis pengaruh Pengawasan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan 
Negara Kemenpora adalah konsep baru 
tentang Efektivitas Sistem Pengendalian 
Intern Pengelolaan Keuangan Negara dengan 
definisi: Efektivitas Sistem Pengendalian 
Intern Pengelolaan Keuangan Negara 
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adalah proses pencapaian tujuan dan hasil 
pelaksanaan sistem pengendalian intern 
terhadap kinerja pengelolaan keuangan 
negara pada instansi dan lembaga negara 
dan daerah yang meliputi pengawasan 
intern; evaluasi intern; dan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan. 

Dalam perspektif pemahaman adalah 
proses pencapaian tujuan dan hasil 
pelaksanaan sistem pengendalian intern 
terhadap kinerja pengelolaan keuangan 
negara pada instansi dan lembaga negara dan 
daerah ini terstruktur tiga dimensi tujuan 
dan hasil pelaksanaan sistem pengendalian 
intern tersebut berikut: (1) Dimensi tujuan 
dan hasil pengawasan intern; (2) Dimensi 
tujuan dan hasil evaluasi intern; dan (3) 
Dimensi tujuan dan hasil tindak lanjut hasil 
pemeriksaan.
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